
1 >EIf OAN RAHMAT TDUAH TAN O HAHA B8A

BO^ATI BOHBAHA,

bahwa untuk i melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang
Pcraturan Peliaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana tetah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pel&ksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bwpati
tentang Daftai^ Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskaia Desa;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan , Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tcnggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4339);;
Undang'Undaij^g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deaa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);I
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan ipaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 'Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tintang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tlahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Ne^jara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan,. Lemba^an Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Bupati ini yang.dimaksud dengan :
Kabupate

Peraturan P^merintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah litomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan ^ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, T^mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);!
Peraturan PenWintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pcndapatan Belanja
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pe^erintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedor^an Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 158);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Npmor 1037).

'    SJIEMUTUSKAN;".''  ••:

PERATURAN jBUPATI  BOMBANA  TENTANG DAFTAR
KEWENANGAl^ DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAT^ LOKAL BERSKALA DESA

:    BABI:
KEffENTUAN UMUMs/

Dalam Peratui ar

1.  Daerah



tapan kebijakan, program,

i dengan esensi masalah dan
daya melalui

ipingan yang !
asyarakat Desa.

Jimana dimaksud
Indonesia tanun 1945.

3.Bupati adalah Bupati Bombajtia.

4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sbagai Perangkat Daerah.
5.Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah ke,ria kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahaji   kewenangan pemerintahan dari Bupati   untuk menangani
sebagian ur^san otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum

pemerintaftan.!
6.Desa adalah desa dan des^ adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutny^ disebut  Desa, adalah kesatuan masyarakat  hukum yang
memiliki t^atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan p^merintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihorinati dalam sistejn pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.j

7.Pemerintaian Desa adalah j penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat  sdtempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8.Pemerintati Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu Pepngkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa brdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

11.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara  Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat Wng diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk menyepakati hat yang bersifat strategis.
12.Peraturan "Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati   bersama Badan
PermusyaWaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat  sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundan^-
undangan ya lg lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

13.Pemberdayaa i  Masyarakat   Desa  adalah  upaya  mengembangkan
kemandiri^in dan kesejahteraan masyarakata dengan meningkatkan
pengetahuan sikap, keterarapilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

dimaksud da^am Undang-Undang Dasar Negara Republik

ip otonomi t
Negara  Kesatuan  Republikdalam sipti m dan  prinsip

tugas pembahtuan del
^aerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah r

i Pemerinlahan olehDaerah adalah : Penyelenggaraan Urt

sebagaimahi

dan

2.  Pemerinta



(1)Rincian k&^^e langan Desa be^dasarkan hak asal usul meliputi:
a.pembinaai kelembagaan rilasyarakat;
b.pengelolaa i tanah kas Desa; dan
c.pengem^a tgan peran masyarakat Desa.

(2)Kriteria kewer angan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:

:rupafca i warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai per rembangan masyarakat; dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paeal4

;   BABIV
kIewenangan berdasarkan hak asal usul

RlUANG UNGKUP

"    |   Pasal3

Lturan Bupati jni meliputi:
3erdasarkan Hajc Asal Usul;

ikal Berskala IJesa;
yelenggaraan Kewenangan Desa;

'eratuan Desa; dan

lonitoring dan Eiyaluasi.

;  'I1   Pasal 2. •   •• i '..

ipkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
)esa dalam mepetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

igan Lokal ;Berskala Desa.
(2)  Tujuan di te apkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan

kepastian h ikum dalam pqinetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan ie> ^enangan Lokal Berakala Desa.

Ruang lingkup
a.Kewenang^ n

b.Kewenangf n
c.MekanisnM

d.Penyu!

e.Pembinaan

Desa adalah i kewenangan yang dimiliki desa meliputi
bcrdasarkan bftk asal-usul, kewenangan lokal berskala

in irigan yang ditugaskan ole^ pemerintah, pexnerintah. daerah

pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan
itah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah

ketentuan per)gturan perundang-undangan
Lokal Berskala foesa adalah kewenangan untuk mengatur dan

1 epentingan mgisyarakat desa yang telah dijalankan oleh
• oampu dan efe|ctif dijalankan oleh desa atau yang muncul

:i kf mbangan desa dan prakarsa masyarakat desa

j        BABH•;'-'''  "-    '    t

MAKJSUD DAN TUJUAN   ' ;. •.     ' v

(1)  Maksud dj
Pemerint

14.Kewei

kewenangf n
desa, kew

provini
oleh pem< rii il
sesuai den ^a i

15.Kewei

mengurus
desa
karenapei

renang in



I  Pasal6   -';   ,'.     .;

>aerah melakukfui sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian
hak asal-usul dan skala lokal desa kepada Desa.
hasil sosialisasi dan penyuluhan aebagaimana dimaksud

1) Pemerintah :Desa mengajukan usul tentang penetapan
kewenangan yang akart dilaksanakan.
Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dcsa sesuai
kondisi, dan jkebutuhan lokal.

'eraturan  Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat   (3)
il pembahaswi dan kesepakatan musyawarah Desa.

|:  Pasal 7

gan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

sa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan
m Bupati ini;  >[ff

Pasal5

lokal beTskala Desa meliputi:
Pemerintahan Desa;:.

m pembangunan Dcsa;
ketnasyarakat^n; dan
an masyaraka^

langan Lokal Berskala Desa antara lain:
igan masyarakat Desa;

b. telah dijklf nkan olch Desaj;

. mampu ds n efektif dijalanltan oleh Dcsa;
.  jk^ rena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;dan

i kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
igan Lokal Be^skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

dalam Lampira^ II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Bupati ini.   i

!!  BAB VI
[ISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

^agian Kesatu

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

ebagaimana dimakaud
erupakan bagian tidak

Berdasarkan Hak Aaal Uaul :
tercantum dalam Lampiran I yang r

ari Peraturan B(ipati ini.

Penataan

Lokal Bersk
a. pemilitu n

dalam

sitpe^i,dengan

(4) Penetapanj

(1)Pemerintah
kewenangan

(2)Berdasarkkn
pada ayatj

kewenangan

(3)Pemerintah

kewe langan

eln

e. program

(3) Daftar Kewfe
(1) tercantijm
dari Peratuj-a

(1)Rincian
a.penyeleAi

b.pelak:
c.pembiniai

d.pemberda^

(2)KriteriaKewe

1) Daftar
pada ayat
terpisahka

tar Kewpn ingan



(1) Pemerintah
keputusan
ayat (2).

i P( raturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada
masyarakat Di sa dan Camat untuk mendapatkan masukan.

(3) BPD mena^^if ung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam
mgka meftif stikan keputuaan hasil Musyawarah Desa :

aai am Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusi
Per ituran Desa.

P ;raturan Desa I yang telah dikonsultasikan sebagaimana
ayat (2), di^ampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD

JW dan disepakati bersama.
jpe raturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan

J  - isampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk
yadi Peraturan Desa.

ancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
i lalam jangka w4ktu paling lama 7 (tujuh) hari

b^rsama.

BagianKetiga
ibahasan, F^n^tapan, Pengundangan dan Penyebarluasan

rancangan
(4)Rancangan

dimaksud
untuk dil

(5)Rancangan
Kepala Desi

ditetapkan
(6)Penyampaia i

(5) dilakuka
kesepakatai

|
d pe^ la

k

a menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan
taiil Musyawarah: Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

tidak terpist h] an dart Peratur^n Bupt

ijokal Berskala Dese

dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
at (3) tercanturri dalam Lampiran in yang n

Kewenangai

(4) Format  ber t

ayat (2) dan;

BagianKedua
Pemilihara Jenis Kewenangan

I PasalS

(1)Pemilihan le^'enangan Desa I  dilakukan dalam forum Musyawarah Desa
yang diselerigt arakan oleh BPJD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa,

BPD^ lembaga kemasyarakatac^ Desa dan unsur masyarakat.
(2)Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan d^ lam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD
dan perwak la i peserta Musyawarah Desa.

(3)Keputusan la iil musyawarah; Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan c as ir oleh BPD San Pemerintah Desa dalam penyusunan
Peraturan Des i tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

n KewenaAgan L

b.penyusuha 1,

penyebariu is
HakAsaiUiu

c.evaluasi pe al
d.klarifikas^ I eraturan Desa; di

e.pelaksan *& i.|

penetapan,    pengundangan   dan
Peraturan pesa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan

<ul dan Kewena^gan Lokal Berskala Desa;



<     Pasal 10

(1)Rancangan jPe raturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan

organisasi Per icrintah Desa yatng telah dibahas dan disepakati oleh Kepala
Desa dan BT D, disampaikaii oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui

camat at^u ^se lutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievali   ' '

(2)Dalam hal JBi ipati  tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu,

Peraturan De sa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(3)Hasil  eval^iaii  rancangan '.  Peraturan Desa  sebagaimana dimaksud

1) diserahkan | oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh)
hari kerj^ terhitung s^jak diterioianya rancangan Peraturan

tersebut oleh Bupati.
(4)Dalam hail  Bupati telah fnemberikan  hasil evaluasi   sebagaimana

dimaksud pad * ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
(5)Kepala    |Di sa    memperbaild   rancangan    Peraturan    Desa

sebagaimank Umaksud dalam ayat (4) paling lama 20 (dua puluh)
hari sejak ait̂  rimanya hasil ^

(6)Kepala   lies a    dapat   mengundang  BPD   untuk  mernperbaiki
rancangan ^>ei aturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7)Hasil  korekfii       dan  tindaklanjut     disampaikan  Kepala
kepada BupWt melalui (

) Dalam haj   Kepala Desa tidak menindaklanjuti        hasil  evaluasi

dalam ayat (5),  dan tetap menetapkan menjadi
membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan

Bagian Keempat
:  Evaluasi

peman ;k i kepentingan.

menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana
. ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima

jak diterimany^ rancangan Peraturan Desa dari pimpinan

mengundangkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
alam Lembaran Desa.

dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan
in Rancan^an Peraturan Desa, penyusunan Rancangan

pembaha^ian Rancangan  Peraturan Desa,  hingga
Peraturan Des^.

i sebagaimana! dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk
iformasi dan/sitau memperoleh masukan masyarakat dan

pei yi Lai

Pengundanj at

(10) Penyel
memberikai

para

Peraturat

(7)Kepala De
dimaksud j
belas) ban
BPD.

(8)Sekretaris I
pada ayat ("

(9)Penyebarlui



(1)Peraturan ties  tentang Kew^nangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenap^ an Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk
lelaksanakan pembangunan dan anggaran Desa mclalui

penyusunan' Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),

Rencana Keria Pemerintah Depa (RKPDcsa) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa). '

(2)Pelaksanaan Kewenangan Beiidasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa menganut grinsip transpaxansi dan akuntabilitas  dan
dilakukan o ei  Pemerintah t>ua dengan mengikuti ketentuan Peraturan
Perundang-v n< angan.

Bajgian Keenam

Rclaksanaan

is tratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ketentuan  \x: î turan perundang-undangan yang lebih tinggi,  Bupa

•aturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
isih memberlakukan Peraturan Desa yang

iksud pada ayat (3), dikenai

kesusilaan,  dan/atdengan  kepentingan

klarinkasii  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)

ituran perundang-undangan yang lebih tinggi,  Bupati

(7) Pemerintah . D :sa yang
dibatalkan olc ^i  Bupati sebagaii

(6) Dalam halj b

erbitkan s irat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah
ai.

ketentuan be

(2)Bupati melakukan ktarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak diterima.:

(3)Dalam melakukan klariiikasi ^tebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
dapat membentuk tun klarifikasi Pcraturan Desa atau mcndelegasikan

kepada Cainat:
(4)Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a.hasil  klarifikasi  yang sudah sesuai dengan kepentingan umum,
kesusilaan^ dan/atau ket^ntuan peraturan perundang'Undangan yang

lebih tinggi; dan\
b.hasil  kjariilkasi yang bertentangan dengan kepentingan umum,

kesuaila^n^ dan/atau keteintuan peraturan pemndang-undangan yang
lebih tinW.!

(5)Dalam hal haail klarifikasi ebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan
Desa tidak tjertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau

sjak diundangkan untuk diklarifikasi.

^̂  yang telah ^^undangkan seb&gaimana dimaksud <^^lflm

) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling  lama

Bagian Kelima
Klarifikasi

(1) Peraturan utei
Pasal 9 ayat (f
7 (tujuh) nan!



bagi  proses  ^psialinasi,  perabuatan
F traturan Desa qibebankan pada APBDesa.

koordinaai;    i
kapasitas apar^^tur Pemerintah Desa;
i evaluasi; daiji

s administra^-

bagi  pelaksanWi identiiikasi  dan inventarisasi  aerta
i ev enangan desa tjnenjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja

(1)Pembiayaar
sosialisasi
Daerah.

(2)Pembiayaar
penyusunai

(3) Dalam melalts inakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan

pelaksanaan h ewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugaa

b.fasilitasi dai
c.peningkat^n
d.monitoring c
e.dukungan ti

P*n ndang'undang^in.

i BABVUI
AAN, MONITOR^NG, EVALUASI DAN PEMBIAYAAN

I Pasal 14• , ,,^

(1)Bupati meliki ikan pembinaafl dan pengawasan terhadap penataan dan

pelaksanaan I ewenangan Be^dasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa.\

(2)Pembinaan set lagaimana dima|tsud pada ayat (1), melalui:

i. pemberiaa f edoman;

(1)Sebagai pel̂ k^naan ketentu^ui Pasal 12 Pemerintah Desa menyiapkan
-aturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Halt

Asal Usul dtjn Cewenangan lolfal Skala Desa^
(2)Rancangan -Praturan Desa sebagaimana dimaksud ayat  (1)  dibahas

n BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
raturan Desa ^ebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

h Bupati.i
Dps i yang telah dievaluaei oieh Bupati ditetapkan sesuai dengan

| Pasal 13

; BAB VII
TA CARA PENY^SUNAN PERATURAN DESA

(3)Rancangan ;
dievaluasi ol

(4)Peraturanl
PeraturanF

^ 'v   .    •

pelaksanaan m(tliputi:
laksanaan;    i

capaian;i
l jumlah anggaran yang digunakan;
prasarana; dan!

yang dihadapi serta penyelesaiannya.lboirI ian

(3) Ruanglingkjif

b.tingkat {jei

c.sumber da
d.saranadjar

!   e.permi



A. HS. HOT
CABUPATBH B^HBANA TAMUV 2018 1IOMOR .$.&

H. BTJRHAIfUDDIH
BERITA DAERA^

i mulai berlsJcja pada tanggal diundangkan.

mengetahuiny^^, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bombana.

BAB IX
N penutup

Peraturan Bupi
Agar set



aya gotong-r^yong;
; dan\

lain sesuai konidisi Desa. .
h maki m:

pcran masyar^kat Desa meliputi:

dat dan budaya di Desa;

A.Pembinaan i
1.Pembii
2.Pcmbinaa^i

terpadu;
3.Pembinas
4.Pembinaa i

5.Kewei
B.Pengelolaan!Ti

1.Pcnyelengga
bengkok yj

2.pemanfaa a, i

3.Kewenan^

C.pengembanj ai
1.Pelcstaria
2.Pelestaria
3.Pelestaria
4.Bersih
5.Kewenangai

PBRATURAH BUPATI BOMBAHA
NOHOR       : ?f    TAHUN 2018
TANGGAL      :  I  ^se^%zf-   2018
TBHTAHO      : DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK AS

USUL DAN KEWENANQAN LOKAL BERSKALA DESA

KRWENANQAN BERDASARKAN HAK ASAL UWJL

mbagaan Masy^rakat meliputi:(

iistem oi^anisasi masyarakat Desai
^esehatan masy^rakat dan pengeloiaaan pos pelayanan   ;

^lembagaan m^syarakat adat;;

eleatarian kelompok seni tradisional;':.

lain sesuai kondisi Desa.
"i nah Kas Desa meliputi:

lan administrajsi pengelolaan tanah kas desa termasuk   ,
dikuasai Des4 atas nama Pemerintah Desa;

tanah kas desa;



kewaspadaan dtni terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
its. dan informasi kebencanaan skala Desa;

26.Penyeleng^ai aan Administra^^i dan Arsip Deaa;
27.Penyelenggaraan Kerjasama ^uitar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
28.Pengelolaah dstem informasi Desa;

29.Pemberiart n komendasi;
30.Pengembahg m hasil-hasil inî ^ustri Desa;

31.Pelayananj  re gistrasi kependudukan dan penca.ta.tan sipil Desa;
32.Pemantau in

33.Pengdolas
34.Pengemba ig m jaringan info^masi dan komunikasi Desa dan antar

tan Desa;
lembaga kemaisyarakatan Desa;

19.Penetapan p ^s keamanan djan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan
kebutuhan <i an kondisi sosial masyarakat Desa;

20.Penyelengiai nan Pemilihan I^epala Desa;

21.Peningkat^m  kapasitas  [ paratur    Pemerintahan  dan   lembaga

dalam skala Desa;

18. ^snetapan D^sa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik,
i pang^ n, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar

diDesa;
rbagai Peraturan tingkat Desa;
n penggunaan ĵedung pertemuan atau Balai Desa;

itensi Desa;   ;
hak pengelo^jan atas tanah Desa;

Badan Permusyawaratan Desa;
letapan, mutasi dan pcmberhcntian Perangkat Desa;
Badan Usaha Milik Desa;

dan status p ;kerjaan;
7.Pendataan p induduk yang bekerja di luar negeri;
8.Penetapan oi ganisasi Pemerintah Desa;

kerja, dan tingjkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan

KBWBHA^OAH LOKAL BBSSKALA DBBA

PERATURAW BUPATI BOMBAHA
C    TAHUH 3018
1 Pe^e^ie^.2018

DAPTAR KBWEHANGAH BERDASARKAH HA
USUL DAN KEWEKANGAH LOKAL BERSKALA D

kemasyaraki
22.Pembentujca
23.Pengelola^n

24.Pengclolaan

biasa lainnyt

Pemberiarii17.

9.Pembentujca
10.Pens

11.Pem
12.P
13.Fembentu
14.Sosialisasii

15.Pcmbt
16.Pcndataai

kerja, peneai

aan Pemer^ntahan Desa:
penegasan bsjtas Desa;

Pengembahg to sistem administrasi dan informasi Desa;

3. Pengembahg in tata ruang dan peta sosial Desa;
. Pendataarj d in pengklasifikasian tenaga keija Desa;

p ;nduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor n
pertanian;]

6. Pendataanj jenduduk menuTut jumlah penduduk i

A. Bidang
1. Penetapan

LAMPIRAIIII
NOMOR
TANGGAL
TBNTAHG



n informasi bursa tenaga kerja;
39.Fasilitasi/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
40.Fasilitasi/ berlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;

41.Pembentukan tim keamanan Desa;

42.Pemberian \an hajatan dan keramaian skala Desa; dan
43.Kewenanganllain sesuai kebijituhan dan kondisi Desa.

B. Bidang Pelakpajiaan Pembangujnan Desa

1. Pelayanan Dasar Desa;•

a.pengembangan Pos KeseHatan Desa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Desa'atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat {UKBM);

b.pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c.pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui;

1)layanan gizi untuk Balita;
2)pemeriksaan ibu hami^;
3)pemberian makanan tdmbahan dan vitamin kelompok rentan;
4)penyuluhan kesehatan-
5)gerakan hidup bersih (fan what;

6)penimbangan bayi;    .
7)Pos^andu lanjut uaia; ;
8)pendampingan ibu hanul dengan resiko tinggi (resti);
9)Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM); dan

10) Fasilitasi kemitraan Bidan.
d.pembinaan dan pengawaaan upaya kesehatan tradisional;
e.fasilitasi ^unatan maasa!; '•

f.pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, zat adiktif,
dan mihuman keras di Desa;

g.penyuluhan sederhana tintang penyakit menular dan penyakit tidak

menular;j
h. Peiaksanaan Penyuluhan jtentang keluarga berencana;

i.  Peiaksanaan Pembinaan s|kseptor keluarga berencana;
j.  pengelolaan dana &^hat^  !
k. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)^
1.  pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
m. penyelen^araan upaya promosi kesehatan;
n. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
o. pembentukan dan Penguatan Kelompok WargaPeduli AIDS;
p. pengadaan dan pengelola^n sanggar belajar, sanggar seni budaya,

dan perpustakaan Desa; :
q. fasilitaai dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
r.  fasilitaai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TPA;
s. fasilitasi Puaat Kegiatan Belajar Masyarakat;
t.  fasilitasi ^aman Bacaan Masyarakat;

u. pendataan pendidikan di pesa;
v. bantuan Siswa Miskin;  i
w. fasilitat i ] engembangan sieni dan budaya di Desa;.l

l dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
an pengeiolaan Perpustakaan Desa;

lyebarlui

36.Pembentu^^a

37.Pengadaaii
38.Fasilitasi/pe



2. Pengembahgkn ekonomi lok^l Desa:

a.pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
b.pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

c.pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
d.pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
e.pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
f.pengeiribangan ekonomi kreatif Desa;
g.pembaj gi man dan pengelnlaan keramba jaring apung dan bagan

an bencana tingkat Desa.; dan
lain sesvuu kj^butuhan dan kondiai Deae

n dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan

engurusan orarig terlantar dan difabel;
penyandang niasalah sosial dan potensi kesejahteraan

lemberian bantuan sosial  bagi  Penyandang  Masalah
an Sosial;   :

cc. pcnangculangan kemiskiiian tingkat Desa;

dd. penetapan penduduk miskin; dan
ee. kewenanaan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

2. sarana daft prasarana Desa; |
a.pembangunan dan pemeliharaan kanter dan Balai Desa;
b.pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Desa (rincian jenis

jalan akan disesuaikan dengan data dari PU);
c.pembangunan dan pemeliharaan jalan usahatani;
d.pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
e.pembangunan energi banl dan terbar^kan (mikro hidro, biogas, dll.);
f.fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
g.pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
j.  pembangunan dan pemeliharaan irigasi berakala Desa;
k. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
1. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan uraum (PJU) Desa;
m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
n. pemba^gJinan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)j
o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk

budidaya perikanan dan petemakan;
p. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;

ffl^jiiit^i^i pemberian baiituan p**mTiftnrfln ruixtah. tidak layak huni

Embangunan rtimah karena bencana;
s. fasilita^i J>embangunan d^n pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakue (MCK)

i terhadap perempuaniniai an dan pencegahan tindakan kekerast
dan an^k;

i surat ketera^igan miskiri;



ukunan warga ibasyarakat Desa;
1 elompok keaganWan di Dei

KemaByaralCatan
ket^rtiban,  dan ketenteraman wilayah dan

C. Bidang Peml

masyaraki t
2.Membina
3.Pembinaai i

h. pcmbaiigi man dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan

cadangan pangan Desa;  i
i. pengembangan benih/bibjt lokal Desa;

j.  pengembangan temak secara kolektif;
k. pembangunan dan pengelblaan energi mandiri;
1. pengelolain dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;

m. pengerrjb; ngan wisata Qesa di luar rencana induk pengembangan
pariwisa^^ kabupaten;   :

n. pengelolai n balai benih ikjan;
0.pengembt ngan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan

perikanar;!
p. pengerrjbt ngan siatem usjaha produksi pertanian yang berturapu pada

aumbei1 d tya, kelembagaan dan budaya lekal;
q. fasilitasji j emasaran produk Usana Mikro KecU;
r. pengelolai in kelompok usaha ekonomi produktif;
s. fasilitasi [ ermodalan bagi'UMK (usaha mikro kecil);
t.  pengenibt ngan Kelembagaaan Petani lokal;
u. pengelolai in jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigaai

berskala Deaa;|
v. pemasyax ikatan pupuk otgpnik;
w. fasilitasl i lodal usaha tanS;"
x. fasilita^i/ nembantu penyediaan benih/bibit unggul;
y. pengelolai in hutan Desa, kecuali hutan Desa memiliki tungai khuaua;
z. penghija^ *n dan konseniasi tanah yang disediakan dari kebun bibit

Desa;j

aa. petestaria i kebun bibit D*sa;
bb. pengernbf ngan budidaya hutan sesuai potensi lokal Desa yang

berlokati jada butan rakyat/hutan Dcsa/wana wisata Deset; dan
cc. kewenan^ an lain sesuai kjtbutuhan dan kondisi Desa.

4. Pemanfaatar sumberdaya al^n dan lingkungan Desa::

a.penghija^an;|.
b.pembua^ n terasering;  !.
c.pemeliljai aan hutan bakaju;
d.perlind(in ^an mata air,  ;.

e.pembersil an daerah aliran sungai;
f.perlindtingan terumbu karang;
g.PengaWas an terhadap keglatan dan usaha yang berdampak

h. terhadap ingkungan hid^p Desa;
1.Pengatu^ n, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan

Dew; |;
j.  pengeldla in persampahaii di tingkat Desa;
k. fasilitasi | embentukan Kdlompok Peduli Lingkungan di Desa;:;

n ekosistcm dim lingkungan hidup; dan

KewenE n| an lain sesuai kjebutuhan dan kondisi Desa.



4.Memelihara ^rdamaian, m$nangani konflik dan melakukan mediasi di

Desa;
5.Pcngetolaak 1 lelompok-kelomJMk bina keluarga;

6.Fasilitasi kei kutsertaan runlah tangga miskin dalam program keluarga
berencana;

7.Fasilitasi llet ampilan produl^^if bagi keluarga miskin;

8.Fasilitasi baituan pelayan^n kesehatan keluarga bagi rumah tangga

miskin;j
9.Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;

1Q: Fasilitasi per ibinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
11.Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa; dan
12.Kewenang^n lain sesuai kebittuhan dan kondisi Desa.

D. Bidang Pemberdpyaan MasyaraJcat
1. Pengembangan seni budaya Ipkal;
1. Pengorganisasian melalui  pembentukan  dan  fasilitasi   Icmbaga

kemasyaral^atan;',
.  3. Fasilitasi kelompok-kelompolj; masyarakat melalui:

a.keiompok tani;',

b.keiomp^k nelayan;i.
c.keiomp^k seni budaya;  \

d.kelomp^̂ k Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
e.keiompok.masyarakat lain di Desa.

4.Fasilitasi jterhadap kelompok-kelompok rentan, keiompok masyarakat
miskin, psreppuan, anak dan difabel;

5.Faailitasi Whadap kelompok-kelompok rentan, keiompok maayarakat

miskin, pej-empuan, anak dan difabel;
6.Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk

memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
7.Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
8.Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9.Pengorganisasian melalui peinbentukan dan fasilitasi kader pembangunan

dan pemberdaya^n masyarakat;
10.Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11.Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

a.kader pemberdayaan maoyarakat Desa;
b.keiomp^k usaha ekonomi jproduktif;
c.kelompi>^'perempuan;  |
d.keiompok tani;j.•'

e.keiompok masyarakat miaikin;-:.

f.kelompok nelayan;

g.kelompbk pengrajin;    i
h. keiompok pemerhati dan jjjerlindungan anak;:

i. keiompok pemuda;j
j.  keiompok peduli Orang D^ngan Qangguan Jiwa (ODGJ);
k. keiompok'difabel, dan;  >'

1. kelompok'lain sesuai kondisi Desa.

12.Pcnyekna araan Perencana^p Pembangunan Desa;A
13.Monitorin^, < rahiasi, dan peiigendalian pembangunan Desa; .



dalam pengambilan kebijakanperan serta

Wf^

I
i dan fasilitasi fietompok pcrlindungan anak Dcsa;
i dan fasilitasi forum anak desa,
n masyarakat ^erbasis gender;
korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;

pengarusutamian gender;
pemberdayaan l̂an kesejahteraan Keluarga;
kapasitas pengfelola wisata Desa;
aku usaha pari^isata di Desa; dan
lain aesuai kebiutuhan dan kondisi Desa.

idun 5ai

14.Peningka! ai
pemerini

15.Pembent

16.Pcmbcnti
17.Pemberd*
18.Perlindi
19.Pelaki
20.Pengelola^n

21.Pcni
22.Pasilii
23.Kewenanj ai



t   -     1   7

KABUPATEN BOMBANA

TENTANG
^angan berdasarkan hak asal usul

i kewenanagjj lqkal berskala desa

d^ngan rahmaf tuhah yang maha esa

kepalAdesa,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan

Bupatl Bombana Nomor Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Keweoangan
Lokal Berskaia Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1.Undang-Uhdang Nomor  29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Bombana,  Kabupatcn
Wakatobi. dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi i Tenggara  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia; Tahun  2003  Nomor  114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2.Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan U^̂ dang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahah Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Q^4 tentang Pem^rintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 56?9];

3.Undang-lindang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5495); I

PBRATURAM BUPATI BOMBAHA
^STAHUN2018
i ^eA^fe^^20X8

DAFTAR KEWBHANOAH BBRDASARKAlf  HAK Afl
USUt 0AH KBWBNAHOAll LOKAL BERSKALA DB8A

LAMPIRAXn
NOMOR
TANOGAL
TEHTAHG



dan Dewari Perwaldlan Rakyat Daerah menurut ]

:ugas pern ban tuan dengan prinsip otonomi seluas-luai
selu^fi-luasnya dalam sistem dan c

Pemerintah
otonomi
dengan pri:

i Pasal 1
Dalam Peraturan I lupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah' Pusat yang selaryutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dfoantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimaija dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tph un 1945.:
3.Pemerintah, C aerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

4.Peraturan;: Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan ^ Pelaksanaan Undang-undang Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia ^ Tahun 2014 Nomor   123,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
aebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhtr
dengan Peyaturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Pffrubahan Atas Pcmturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 15J7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);
5.Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  1  Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7.Peraturan', Bupati Bombana Nomor  Tahun 2018
tentang Da/tar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

Tambahan  Berita  Daerah Kabupaten  Bombana
Nomor....).

MBMUTUSKAN :

PERATURAN ;. DESA      TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA.

:  BABI
KET^^lNTUAN UMUM



!' Pasal2

nnya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedomai
Desa  dalam mengatur,  mengurus,  dan

; BAB II
MAKStlD DAN TUJUAN

i perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

(1) Maksud di
Pemeiintah

kirena
oleh
muncul

rjen^erintahan.

7. Desa adalajh desa dan desa iadat atau yang disebut dengan nama lain,

pisebut Desa, adalah kesatuan maayarakat hukum yang
Is wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
Irintahan, kepentingan m^syarakat setempat berdasarkan

prakaraa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihon lati dalam ^yste^ pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemerintah aii Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentinga i Inasyarakat sefempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan fi ^plublik Indonesia.

9.Pemerintah^ Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penj'eleiiggaraan Pemerintah Desa.

10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD
adalah lemfraga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan w^kil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan dit^tapkan s^cara demokratis,

11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antaraBPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masjaiakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifst Watcgis,|

12.Pembentuk^ Desa adalah tuidakan mengadakan desa baru dapat berupa
penggabuneai i beberapa desa^atau sebagian desa yang bersandingan, atau
pemekaran: < lari  satu desk  menjadi dua desa atau lebih, atau
pembentuk ui desa diluar des^t yang telah ada.

13.Kewenanga i  Desa adalah kewenangan yang dimilikt   desa meliputi
kewenanga i) erdasarkan hakasal-usul, kewenangan lokal berskala desa,

kewenanga i ^ang ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah daerah

provinsi, at ax. pemerintah daprah serta kewenangan lain yang ditugaskan
l pemei intah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah

sesuai denj ai ketentuan peraturan perundang-undangan;

14.Kewenanga ^ jokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengur ts kepentingan, masyarakat dcsa yang telah diialankan
-'-'•    *—' itau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang

n otonomi daerah dan penyelenggaraan tugaa

Kecamatan a^ alah wilayah kekja Camat sebagai Perangkat Daerah.
Camat ada al. pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di  wilayal  kerja kecamatjm yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperole l ^elimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk

(e Dublik Indonesja sebagaimana dimaksud dalam Undang-
^gara Republik Indonesia Tahun 1945.

ipati Bombaiaa.

menangani si

Kesatuan

Undang Da
4. Bupati ada at



BAB V
gEWEKANGAÎ  LOKAL BERSKALA DE!

Pasal 6
berskala Desa nieliputi:

itahan Desa;

ayat (2) disertai biaya.

Pelaksanaa 1 kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal bersk da Desa sebagaim^na dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a
dan huruf 1. d Latur dan diuruii oleh Desa.

(2) Pelaksanaa i tewenangan yapg din^askan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Prc vi isi, atau Pemerjntah Daerah dan Pelaksanaan kewenangan

lain yang c iti gaskan oleh Pejttierintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Jaerah sesuai • dengan ketentuan peraturan peraturan
aebagak^ana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus

l )esa yang diatur^ dalam Peraturan Desa ini meliputi;
n berdasarkan hak asal usul;
n lokal berskala Desa;

. yang ditugaslqan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
i Pemerintah paerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-iui dangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-jui dangan

1 BAB in
JENIS KEWENANGAN DESA

icrdaaarkan h*k asal usul dan kewenangan lokal berskala

ipkannya Pera^uran Desa ini adalah agar pelaksanaan

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
d engan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. dan sett m inya.

Kewenangan li

a. bidangpen

dan seterui n^ a.

: Pasal 5
berdasarkan hale asal usul meliputi:

BAB IV
KeWenanqan berdasarkan hak asal usul

KewenanganI

a;
b;

perundang- ut dngan

oleh Desa.

Kewenanga
a.k.

b.ki

kewenanga
Desa.

(2) Tujuan



trubahan kewenang^h

*"I 7

BABVI
PEIAKSANaAn KEWENANGAN DESA ':"   .'  ••   Y "̂

I Paaal7
Kewenang^ n Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskaia d^s t sebagctinuuut dima^t^^d dalam Paal 5 don Paso] 6 menjadi

dasar bag| Ipesa untuk ma^atur dan mengurus pembangunan dan
:lalui p^hyusunan Rencana Pembangunan Jangka

(RPJMDesa),i Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDeea)
Pendapatan dajn Belanja Desa (APBDesa).

(2)Ketentuan ''• 1 ;bih lanjut  niengenai pelaksanaan kewenangan Desa

berdasarkati hak asal usul kebagaimana dimaksud pad ayat (1) diatur
dengan Pei it iran Kepala Dcap dan/atau Keputusan KepaJa Desa.

(3)Ruang ling tu ^ pelakaanaan i^eliputi:
.reaiisas pilaksanaan;   |{ ,-•••,.,.^-',,•

h.tingkat >c leapaian;,'"'•;••

.sumber At n jumlah angga^an yang digunakan;  .^...•;  •.   "*^

d.aarana < l^ i prasarana; daiji:       ..
e.permasi la lan yang dihad^tpi serta penyelesaiannya.•^

! PasalS

Penyelenggaraa i Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lo :a berskaia Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 dilaksa m kan secara tertlb, efisien, ekonomis, cfektif, transparan dan

pertanggungjav al < sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
n elakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang

Peraturan Desa mi
Iktwenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

kewenangan b^ru; atau
perubahan sebagian atau seluruh kewenangan
:lakukan perubahan kewenansith selain kewenangan yang
im Peraturan D

ditetapkan ^a
(2)Perubahan

dengan car^
a.Menaroiah
b.Melakuiaii

(3)Desa dapa^ :

ditetapkan •

Eesa
D< stt (]

bad 1
ranjD

Menengah

\bt rdayaan tof^ya. (cat Desa.
itarLsnya

bi iaan kem^ymra ^attm Desa

3. dan
bidang penjl

3. dan sett

b. bidang pelf to anaan ptmbangunau Desa

3. dan sett



1.. |TAHUNNOMOR

Tanda Tangan dan Cap

NAMA JELAS

! Pasal 12
Peraturan Dew ii i mulai berlakuipada tanggal ditetapkan.
Agar setiap on in; mengetahuinye, mcmerintahkan pengundangan Peraturan

ii dengaii j enempatannya ^^aiam Lembran Desa

I^ BAB VII
KETEKTUAN PENUTUP

NAMAJELAS j
LEMBARAN DE SA ....

SEKRETARIS DEI !A

.

[ Pasal 11
(1)Pembiayaah intuk pelaksanjian kewenangan berdasarkan hak asal usul

dan keweni ngan lokal  bj^rskala Desa berauraber  dari  Anggaran
Pendapataji ( an Belanja Desa.

(2)Selain pefnbiayaan dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Deae
sebagaimajia dimaksud pada. ayat (1) dapat dibiayai dari:

a.Anggaran 3endapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber le innya yang sah dan tidak mengikat aesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undj^ngan.

iporkan penyelpng^araan kewenanagan Deaa berdasarkan
n kewenangan lokal ber^kala Desa kepada Bupati mclalui
mbusan kepad^ BPD paling sediMt satu kali dalam satu
kebutuban.   !

gan bi

T
hak asal usul di
Camat dengan
tahun atai

seba^aimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

kewenangan b^ru; atau
perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.

k:wenangan dilakukan berdasarkan hasil  penilaian tim
iten.:

enangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4)Perubahan
dengan can
c.Menaml ol i

d.Mclaku!
(5)Perubahan

evaluasi kal
(6)Perubahan



dan seterusnya.

EUis pclaksanaap pcmbangunan Desa:

. bi< ang perabinaan Jcemaayarakatan Desa:

. dan seterusnyaj

d. )i( lang pemberdayaan

n RapatI.,

ICewenangan Desa berdasarkan hak asad usul Desa dan
lokal bersk^la Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan

adalah sebagai berikut:
langan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
tem organisasi perangkat Desa;';
igelolaan tnnah kas Desa;'

olaan tanahibengkok;• .-• .

^tcrusnya.  j'   '%^    ' '

langan lokal berskala Desa, meliputi:
it.ang penyelenggaraan pemerintahan Desa:   *••   •.- '•",

Pada h iri ini tanggali,... bulantahunbertempat di
Balai Desa telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka
iengkaji d it  mcmilih kewdnangan yang aknn dilaksanakan oleh Desa

berdasarkan diftar kewenangan Desa yang diatur dalam

Peraturan  Bi.pati  Bombana; Nomor.   Tahun    tentang Daftar
Kewcnangn in Berdasarkan Hjftk Asal Uaul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa, T̂ naur -embaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa
sebagaimai^a laftar hadir terlampir, dengan kegiatan aebagai berikut;

A.  MatcrijRtpat       '••"!'.'• '•• '.'

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenjar gan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa

. ... berdasarkan da^̂ ar kewenangan Desa yang diatur dalam

a Bupati Bombana NomorTahun  tentang Daftar
BerdasarkjRn Hak Asa^ Usul dan Kewenangan Lokal

Desa dengari; mempertimbangkan situasi, kondisi dan
n lokal di Desaf:

BERITA AGARA MUSYAWARAH DE8A
!:  TENTANG

lira daftar keVenangan desa berdasarkan hak asal
U iUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

d. la
2. Ke*e

oleh De
1.  Ke^e

mtjihui

Peratursn

Kewerjar
Berskila

kebui

Pemilihai

B. ronntt Bwfllti. Acki* ViuTMijfti*h Dm*




